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ABSTRAK 

 

 (A) Yoki Kurniawan (205140117) 

(B) Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Waris No    

31 Menurut UUJN No 2 Tahun 2014 

(C) Halaman: viii + 75+ 6 + 2018 

(D) Kata kunci:  Kenotarisan 

(E) Isi Abstrak: 

 Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan 

tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. 

Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala 

sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan 

kewibawaanya sebagai Notaris. Majelis Pengawas Notaris mempunyai 

wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Pemberian sanksi 

terhadap Notaris juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan 

Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang 

tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut 

dalam akta. Dalam Pasal 85 UUJN ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi, yaitu: 

teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian 

dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pada dasarnya tidak 

semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, 

yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak mempunyai kewenangan untuk 

menjatuhkan sanksi apapun. Sementara Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 

dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis. Sedangkan Majelis 

Pengawas Pusat (MPP) dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. 

Sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris dan 

pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan 

oleh Menteri atas usulan MPP.  
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